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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan 
Peraturan Walikota Kota Makassar tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2020. 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Ten tang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa 
Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota 
tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu 
setelah RKPD Provinsi ditetapkan; 

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020 yang berorientasi 
pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, 
partisipasif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta guna 
memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020, maka 
perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2020; 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4275) 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2020; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pernbangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Dae rah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pernbangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 136); 

18. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 6322); 

14. Peraturan Pernerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

15. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

16. Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 
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Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Makassar; 
2. Walikota adalah Walikota Makassar; 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020. 

Menetapkan 

30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Rcncana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 
2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 
Nomor 4). 

28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

29. Peraturan Oaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2014, Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2017 Nomor 4); 

27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2017); 

26. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 
Tahun 2019 Ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Nomor 
25 Tahun 2019 ); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 
2019 Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 9 Tahun 2009); 
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(3) Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar 
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB I PENDAHULUAN; 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; 

BAB v RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; 

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; 

BAB VII PENUTUP. 

Pasal2 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020 
merupakan dokumen Pemerintah Kota Makassar yang penyusunannya 
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2018-2023, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional, serta Sustainable Development Goals (SDGs). 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020 
disusun dengan Sistematika sebagai berikut: 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Bappeda Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar; 

8. Kepala Bappeda adalah Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Makassar; 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun; 

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RENSTRA-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun; 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
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M./\NS/\R 

Bl~RITA O/\El~AH KOTA MAKASSAR TAI !UN 2019 NOMOI~ 

Pcraturan Walikota ini mulai bcrlaku scjak Langgal diundangkan. 
Agar sctiap orang rncngctahuinya, rncrncrintahkan pcngundangan Pcraturan 
Walikot a ini dcngan pcncrnpatarmya dalam Bcrita Dacra h Kot.a Makassar. 

Pasal 6 

(2) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini disarnpaikan kcpada 
Walikola Makassar mclalui Kcpala Bappcda paling lam hat 10 (scpuluh) hari 
kcrja sctclah bcrakhirnya lriwulan yang bcrkcnaan. 

( 1) Kcpala Pcrangkal Dacrah wajib mcrnbuat laporan k incrja t riwulan da n 
Lahunan atas pclaksanaan rcncana kcrja dan a nggara n yang bcrisi uraian 
Lcntang kcluaran kcgialan dan indikator kincrja masing-rnaaing program da n 
atau kegiatan; 

Pasal 5 

Pasal4 

Dalam hal Rcncana Kcrja Pcmcrintah Dacrah (RKPD) scbagairnana dirnaksud pasal 
2 ayat (2) bcrbcda dcngan Kcbijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 
Anggaran Scmcntara (PPAS) Tah un 2020 hasil pcrnbahasan dcngan Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Dacrah (DPRD), maka J...:U/\ dun PPAS Tahun 2020 hasil 
pcmbahasan dcngan DPRD mcnjadi pcdoman bagi Pcmcrintah Dacrah dalarn 
menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2020. 

l~KPD Kola Makassar Tahun 2020 sebagaimana dirnaksud pada pasal 2 avat ( 1) 
adalah: 
a. Pcdoman bagi Pcrangkat Dacrah dalam rncnyusun Rcncana Kcrja (l~EN,JA) 

Pcrangkai Dacrah Tahun 2020; 
b. Pcdoman dalarn mcnyusun Kcbijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Scmcnlara (PPAS) Tahun 2020 dalam pcnyusunan Rancangan 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah (l~APBD) Ta h u n 2020. 

Pasal 3 

TTD

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

                 TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB
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